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PENDAFTARAN-PERTAMA

Halaman

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

a) HAK : Pakai
No. s 1,
Desa : Tawangsari

b) NAMA JALAN/PERSIL

f) NAMA PEMEGANG HAK

= PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TK.I JAWA TENGAH =
Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM

Semarang

¢) ASAL PERSIL

1. Kenversi
2. Pemberian hak Pakai

3. Pemisahan-

4. Penggabungan-

g) PENUNJUK
Warkah No.273 /Wsb/1985

Sebab perubahan

Tanggal pencatatan
biaya dan No.
Daft. Pengh.
DI. 307

Nama yang berhak
dan
Pemegang hak lain-lainnya

Tanda tangan Kepala Kantor,
dan Cap Kantor

d) SURAT KEPUTUSAN
Gubernur KDH Prop.
Jawa Tengah.

No.SK.DA.II/HP/989/1

22844/1984.,
Tgl, 17-11-1984

Ganti rugi/uang wajib

Lamanya hak berlaku

Berakhirnya hak
Tgl

h) PEMBUKUAN
Wonosobo

Tgl.

KDH A.n. BUPATI/atakbtéGFiividrb¥sr KDH
Tk.II Wonosobo

A.n. BUPATI/ et HeOFAMADY#n
Tk.II Wonosocbo

Kepala Kantor Agraria \ Kepala Kantor Agraria
u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah
ttd. ttd.
(DRS.D. SULARMAN) (W.DJATMIKO P.BA)
NIP.010056475 NIP1010017193

...20-b4-1985

e) SURAT UKUR

' NIP,010056475 NIP,010017193
Tel. 10'cy‘985'
k) CATATAN MENGENAI PAJAK
No. 1444 - Tahun Besarnya Penambahan | Pengurangan Catatan
Luas : + 1260 M2
el TR

1) SERTIPIKAT
Wonosobo

A.n. BUPATI/MidiicOFAvikeB¥ot= KDH  A.n. BUPATL/ WekbHEOFAMADYA KDH
Tk,.II Wonosobo '

Tk,.II Wonosobo

Tgl, 207421985 i

.......................................

.............................................

...........................................




™

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA
DAFTAR ISIAN 207

Nomor hak : f/

Tanggal pencatatan
Nama yang berhak No
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DL 307 Pemegang hak lain-lainnya DI. 208
Nomor : .. LS/ L. 119 85"
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UNTUK SERTIPIKAT
Wonesebo: 1. 20 4. 1085

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH

& Weonesobo
£

= s “‘.

_Kepala Kantor Agraria
R\
_Qﬁg;& sl Pendaftaran Tanah

M. Wonpsohs -

Kepala Kantor Agraria
u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.
Drs. D.SULA M
NIE. 010056475

Pemisahan
Lihat surat ukur Penggabungan Nomor :........ 19w « Nomor hak : .....ccoveviireannanes
Pengganti
DIKELUARKAN SURAT UKUR Nomor :
Luas Sisa luas
Tanggal Nomor hak
Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor:.................... Vg i B Nomor hak --covveevnarees
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Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961
yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.
Satlap janjian yang b ksud i hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tamah,
menggadaikan tanah stau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungsn, harus di kan dengan
suatu akta yang dibuat oleh dan i vang ditunjuk oleh Menteri Agraria salanjutnya dalam
Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta but b k oleh i Agraria.

Pasal  20.

Jika orang yang mempunyai hak atas tansh meninggsl dunia, maka yang menerima tansh itu sebagal warisan
wajib meminta pendaftaran peralihan hak terssbut dalam waktu 6 bulan sejsk tanggal meninggalnya orang iu.

Mentari Agrarla atau pemabat yang dnunmk olehnya dapat memperpanjang wakiu tersebut pada ayat (1)
pasal ini b par pai khusus.

Pasal 21,

{ambatnya 3 hari sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang
harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah
yang akan dilelang ity.

Pasal 2.

(1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat dapat menolak permintasn untuk membuat skta sebagai
yang dimaksud dalam pasal 19, jika :

permintaan itu bdak dlseﬂm denoan sertipikat tanah yang bersangkutan;

tanah yang masih dalam perselisihan;

TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTl PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33,
Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendahnran Tanah kepada yang berhak, sebagai
pengganti sertipikat yang rusak atau hilang, ipi baru 1k atas p iy yang berhak
itu,
Sebelum sertipikat baru sebagal pengganti suastu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal
itu harus di kan dua kali turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita
Negara blik Indonesia. Biaya peng P oleh pemoh
Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kodu: tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap
pemberian sertipikat baru itu, maka barulah ipik diberikan kepada p
Jika ada yang diajukan dan keb oleh Kepala Kamor Pandanum Tanah dlanggap

maka ia i bari; pikat baru itu dan p untuk

keputusan hakim.
Jika Kepala Kantor Pendaft Tanah ganggsp ratan yang diajuk tidak maka sebel
memberikan sertipikat baru kepada p ia harus inta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan
Pandaftaran Tanah atau penjabat yang juk oleh

Pasal 42.

Barang siapa dengan sengaja merusak stau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam
pasal 3 ayat (7) diatas dipi dengan gan sel ya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 5.000, —

Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran,
Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai penjabat
dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10,000, —

Pasal 44,
Kepala Desa dil k janjian yang dir i dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta
oleh penjabat.
Pel rhadap k but pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hub k selama y

3 hulan dan/atau denda sebanvak—banvaknya Rp. 10.000, —
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